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Amiruddin, B111 10 309, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers dalam 
Memberikan Bantuan Hukum Tehadap Wartawan Pada Perkara Pidana 
(Studi di Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar). Dibimbing oleh 
Muhadar, selaku Pembimbing 1 dan Wiwie Heryani selaku pembimbing 
II. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui peranan Lembaga Bantuan 
Hukum Pers Makassar dalam memberikan bantuan hukum terhadap 
wartawan pada perkara pidana; 2) Mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum 
Pers Makassar terhadap wartawan pada perkara pidana. 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, bekerjasama dengan Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar. Penulis memperoleh data dengan 
melakukan beberapa wawancara dengan narasumber, dan mengambil 
data langsung dari Koordinator Divisi Advokasi LBH Pers Makassar, serta 
mengambil data yang relevan dengan penelitian,  yaitu literatur, karya 
ilmiah, jurnal, buku-buku, serta peraturan perundangan yang berkaitan 
dengan masalah terkait. 
 
Hasil penelitian penulis menunjukkan: 1) Lembaga Bantuan Hukum Pers 
Makassar telah menjalankan perannya memberikan bantuan hukum 
kepada wartawan namun belum optimal. Secara umum, Lembaga 
Bantuan Hukum Pers Makassar telah berperan dalam pelayanan publik 
(public service), pendidikan sosial (social education), perbaikan tertib 
hukum (legal order), pembaharuan hukum (law reform), pembukaan 
lapangan kerja (labour market), dan menjadi tempat belajar (practical 
training).  Secara khusus, Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar telah 
berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada wartawan, utamanya 
dalam perkara pidana, baik itu menggunakan jalur advokasi litigasi, 
maupun jalur advokasi non litigasi. 2) Pemberian bantuan hukum kepada 
wartawan dalam perkara pidana oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers 
Makassar dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, sumber daya 
manusia, dan faktor keuangan atau anggaran. 
 
 






Amiruddin, B111 10 309,The Role of the Legal Aid Institute of Press in 
Providing Legal Assistance in Criminal Case against Journalist (A Study of 
the Press Legal Aid Institute of Makassar). Supervised by Muhadar, as 
the first supervisor and Wiwie Heryani, as the second supervisor. 
The aims of the study are to: 1) Determine the role of the Legal Aid 
Institute of Press Makassar in providing legal assistance in criminal case 
against Journalist; 2) Analyze the factors that influence the provision of 
legal aid by the Legal Aid Institute of Press Makassar against journalists in 
criminal matters. 
This research was conducted in Makassar, in cooperation with the Legal 
Aid Institute of Press Makassar. The author obtained the data by doing 
some interviews with sources, and retrieves data directly from the 
Coordinator of the Advocacy Division of LBH Press Makassar, as well as 
retrieve data relevant to research, namely literature, scientific papers, 
journals, books, and laws pertaining to the related the issue of the 
research. 
 
The results of the research indicated that: 1) The Legal Aid Institute of 
Press Makassar has been carrying out its role providing legal assistance 
to journalists, but not optimal. Generally, the Legal Aid Institute of Press 
Makassar has a role in public service, social education, improvement of 
the legal order, law reform, employment (labor market), and practical 
training. In particular, the Legal Aid Institute of Press Makassar has been 
instrumental in providing legal assistance to the main reporter in a criminal 
case, either using litigation advocacy channel, as well as non-litigation 
advocacy channel; 2) The provision of legal assistance to journalists in a 
criminal case by the Legal Aid Institute for the Press Makassar influenced 
by factors of infrastructure, human resources, and financial or budgetary 
factors. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak 
asasi (fundamental rights) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini dapat 
dilihat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, 
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat,” serta Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menjamin:  
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia. 
 
  Ketentuan Pasal 28E dan Pasal 28F di atas menjadi landasan 
kemerdekaan pers sebagai salah satu hak konstitusional yang mendapat 
jaminan konstitusi sebagai hukum tertinggi (highest law). Pada tataran 
parktis, Pasal 28F UUD NRI 1945 menjadi unsur penting dalam menjaga 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis 
dan meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan informasi. Kemerdekaan pers yang dijamin 
oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku,1 yaitu 
kemerdekaan yang menjaga integritas nasional menegakkan nilai-nilai 
                                                          
1  Selain diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, kebebasan pers juga secara tegas 
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Pers.  
2 
agama, kebenaran, keadilan, moral, tata susila, memajukan kesejahteraan 
sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan dalam isi berita 
harus bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dalam 
menggunakan hak dan kewajiban. 
  Pers sebagai salah satu pilar dalam demokrasi harus dibebaskan 
dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja 
yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian 
kebebasan ini menjadi tuntutan hampir semua elemen media, karena 
media massa dianggap sebagai pencermianan suara hati masyarakat 
dengan prinsip kebebasan berbicara (freedom to speech) dan kebebasan 
menyampaikan pendapat (freedom to press) kepada orang lain tanpa 
dikenakan sensor dan pemberedelan.  
  Sebagai subsistem komunikasi, Pers mempunyai posisi yang 
khusus dalam masyarakat Indonesia. Pers menjadi jembatan komunikasi 
antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri. Itu 
sebabnya pers mempunyai fungsi yang melekat pada dirinya, yakni 
sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana kontrol sosial, sarana 
hiburan maupun sarana perjuangan bangsa. Sebagai sarana perjuangan 
bangsa terlihat sejak masa pra-kemerdekaan, yang antara lain tugasnya 
adalah mendorong lahirnya kesadaran nasional.2 
Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di era orde baru 
maupun di era reformasi sebenarnya bukan lagi suatu persoalan, karena 
                                                          
2  R. Rachmadi. Perbandingan Sistem Pers. (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 183. 
3 
di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah 
sepenuhnya memberikan legalitas atas eksistensi pers bebas berkenaan 
dengan tugas-tugas jurnalistiknya. Jika diamati lebih jauh, sebagian besar 
sengketa pemberitaan pers yang berujung ke pengadilan senantiasa 
berhubungan dengan kepentingan publik. Bagi pers, itu pilihan yang sulit 
dihindarkan.3 Dengan demikian, pemberitaan yang mengundang kontrol 
sosial semacam itu merupakan amanat yang harus diemban pers, seperti 
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 
Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa, “Pers nasional 
mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan 
kontrol sosial.” 
Fungsi kontrol sosial itulah yang membuat kebebasan pers harus 
bersinggungan dengan kepentingan dan nama baik tokoh publik, baik 
tokoh publik yang duduk di lembaga pemerintahan maupun lembaga 
bisnis. Pemberitaan pers tersebut kemudian berubah menjadi perkara 
hukum, jika tokoh publik itu merasa terusik diri dan kepentingannya. 
Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa Majalah Tempo melawan 
Tomy Winata, yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara bagi 
Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo 
dalam kasus pencemaran nama baik.  
                                                          
3  Endah Lestari. Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Hukum bagi Wartawan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jurnal Fakultas 
Hukum Universitas Narotama Surabaya Volume  XX Nomor 20, April 2011. 20(20): 67-
86. 
4 
Menurut pengamat dan praktisi hukum, Todung Mulya Lubis, 
keputusan menghukum Bambang Harymurti satu tahun penjara, adalah 
tindakan membunuh kebebasan pers di Indonesia. Keputusan sama sekali 
tidak mempertimbangkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.4 
Pembatasan kreatifitas wartawan dalam masa reformasi ini dianggap 
memasung kreatifitas pekerja pers, dan merupakan ancaman terhadap 
kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 
  Selain kasus yang melibatkan Majalah Tempo dan Tomy Winata, 
contoh nyata yang memperlihatkan betapa pekerja pers di Indonesia 
belum mendapatkan perlindungan hukum di negerinya sendiri adalah 
kasus yang menimpa Fuad Muhammad Syarifuddin atau yang lebih 
dikenal dengan Udin.5 Pada tahun 1996, Udin dianiaya oleh orang tak 
dikenal di depan rumah kontrakannya. Ia dipukul dengan batang besi di 
bagian kepalanya hingga luka parah dan tak sadarkan diri. Ia mengalami 
koma dan dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. 
Sebelumnya ia mendapatkan ancaman, intimidasi, dan kerap didatangi 
oleh orang-orang yang diduga berusaha memengaruhi tulisannya. Polisi 
yang menyelidiki kasus ini menyatakan bahwa penganiayaan terhadap 
Udin hanyalah kriminal biasa, dan tidak berelasi dengan profesi jurnalis 
                                                          
4  Ibid. 
5 Fuad Muhammad Syarifuddin atau yang lebih dikenal dengan Udin, memulai 
kariernya sebagai wartawan pada tahun 1988, dan menjadi koresponden Harian Bernas 
di Yogyakarta, kerap kali membongkar kebijakan orde baru, militer, kasus korupsi, 
manipulasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang melibatkan para pejabat. Dikutip 
dalam KontraS. Pameran Foto Pembela HAM Indonesia. (Makassar: KontraS, 2013), 
hlm. 8.  
5 
dan tidak melibatkan pejabat publik. Polisi juga menghilangkan barang 
bukti, dan mengkambinghitamkan pelakunya. Hingga saat ini, jelang 20 
tahun kematiannya, kasus ini tak pernah terungkap dengan jelas. 
Pembunuhan terhadap Udin adalah potret kekerasan dan pembatasan 
berekspresi kepada jurnalis yang masih berlangsung hingga kini. Jurnalis 
masih mengalami intimidasi, teror, dan ancaman kekerasan dalam 
menjalankan tugas profesionalnya. 
 Kekerasan terhadap jurnalis juga kerap kali terjadi di Makassar, 
seperti yang menimpa Iqbal Lubis (Koran Tempo Makassar), Vincent 
Waldy (Metro TV), Ikrar Assegaf (Celebes TV), Asep (Rakyat Sulsel), 
Zulkarnain (TV One), Rifki (Celebes Online), dan Fadly (media online 
kampus), ketika meliput aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan 
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Universitas Negeri Makassar (UNM), 
Kamis, 13 November 2014.6 Peristiwa kekerasan terhadap jurnalis itu 
terjadi ketika polisi menyerbu masuk ke dalam kampus UNM dan 
menyerang mahasiswa. Saat itu, polisi juga merusak banyak sepeda 
motor mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan. Jurnalis yang 
mengabadikan tindakan aparat kepolisian itu, justru menjadi sasaran 
selanjutnya oleh polisi. 
                                                          
6  Dikutip dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada laman website: 
http://aji.or.id/read/press-release/324/siaran-pers-aji-soal-makassar-maaf-kapolri-tidak-
cukup.html. Diakses pada hari Selasa, 26 Mei 2015. Pukul 01.15 WITA. 
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 Maraknya tindak pidana (delik)7 yang dialami oleh pekerja pers 
sejak masa orde baru hingga orde reformasi saat ini, membuat mereka 
butuh perlindungan hukum serta bantuan hukum yang jelas dari negara 
agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Walaupun 
kebebasan mengemukakan pendapat dan berpikir telah jelas diatur dalam 
UUD NRI 1945 dan diakui sebagai perwujudan negara demokratis dan 
berdasarkan atas hukum, namun tetaplah insan pers juga merupakan 
bagian dari warga negara biasa yang tunduk pada hukum yang berlaku di 
Indonesia.  
Dalam negara hukum (rechtstaat), negara mengakui dan 
melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara 
terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di 
hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu Negara hukum, semua 
orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the 
law). Persamaan di hadapan hukum ini harus diimbangi juga dengan 
persamaan perlakuan (equal treatment). Perolehan pembelaan dari 
seorang advokat atau pembela umum (access to legal counsel) adalah 
hak asasi setiap manusia dan merupakan salah satu unsur untuk 
memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang (access for 
all). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan 
haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela 
                                                          
7  Andi Hamzah menyatakan bahwa delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang 
terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Lihat, Andi Hamzah. 
Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 72, dalam Amir Ilyas. 
Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education-PuKAP Indonesia, 2012), 
hlm. 19. 
7 
umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar 
belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata socio-
ekonomi, warna kulit dan gender.8 
Saat ini, lembaga yang gencar melakukan advokasi9 kasus 
kekerasan yang menimpa wartawan adalah Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Pers. LBH Pers merupakan lembaga yang telah banyak melakukan 
pendampingan, bantuan hukum, serta advokasi kasus-kasus yang terkait 
dengan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan 
mengeluarkan pendapat. Saat ini, setidaknya ada 8 LBH Pers yang sudah 
terbentuk dan beraktivitas, yakni: LBH Pers Jakarta, LBH Pers Surabaya, 
LBH Pers Makassar, LBH Pers Padang, LBH Pers Palembang, LBH Pers 
Jogjakarta, LBH Pers Manado dan LBH Pers Pontianak.10 
LBH Pers Makassar sebagai lembaga advokasi terhadap pers yang 
berkedudukan di Makassar, telah memberikan pendampingan dan 
bantuan hukum tehadap kasus kekerasan ataupun berbagai macam 
tindak pidana yang mengancam kebebasan pers, sejak dideklarasikan 
                                                          
8  Andi Sofyan. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Rangkang 
Education-Republik Institute, 2013), hlm. 129. 
9  Valerie Miller dan Jane Covey memandang bahwa advokasi adalah membangun 
organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa 
bertanggungjawab, dan menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat 
tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. Lihat, Valerie Miller dan Jane Covey. 
Pedoman Advokasi:Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi (Advocacy Sourcebook: 
Framework for Planning, Action and Reflection). Diterjemahkan oleh Hermoyo. (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 11-12. 
 10  Dikutip dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang pada laman website: 
http://lbhperspadang.org/konsolidasi-lbh-pers-se-indonesia/. Diakses pada Rabu, 20 Mei 
2015 Pukul 22.31 WITA. 
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2010 silam.11 LBH Pers Makassar telah berperan menyediakan bantuan 
hukum cuma-cuma untuk pers, melakukan pengumpulan data kekerasan, 
melakukan advokasi atas kebijakan yang tidak pro terhadap kebebasan 
pers, mendorong berjalannya keterbukaan informasi publik, melakukan 
advokasi terhadap kebebasan menggunakan internet, dan aktivitas 
advokasi lainnya.  
Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang, “Peranan 
Lembaga Bantuan Hukum Pers dalam Memberikan Bantuan Hukum 
Tehadap Wartawan Pada Perkara Pidana (Studi di Lembaga Bantuan 
Hukum Pers Makassar)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 
pokok permasalahan, sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar 
dalam memberikan bantuan hukum terhadap wartawan pada 
perkara pidana? 
2. Faktor apa yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum oleh 




                                                          
11   Dikutip dari laman http://deadline-asmaradhana.blogspot.com/2010/06/lbh-pers-
makasar.html. Diakses pada Kamis, 21 Mei 2015, Pukul 21.03 WITA. 
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C. Tujuan Penelitian 
  Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan di atas, tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers 
Makassar dalam memberikan bantuan hukum terhadap wartawan 
pada perkara pidana. 
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan 
hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar terhadap 
wartawan pada perkara pidana. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain 
sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat 
menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, 
membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui 
sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin.  
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b. Memberikan gambaran tentang peranan dan faktor-faktor 
yang memengaruhi Lembaga Bantuan Hukum Pers 
Makassar dalam memberikan bantuan hukum terhadap 
wartawan pada perkara pidana, serta memberikan tambahan 
wawasan kepada masyarakat tentang perlunya perlindungan 
hukum terhadap wartawan dalam menjalankan aktivitas 
jurnalistiknya.   
c. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar 




















A. Tindak Pidana 
1.   Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana sering disinonimkan dengan delik, yang berasal 
dari Bahasa Latin yakni kata delictum.12 Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai “Perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 
undang-undang tindak pidana.” Dalam pandangan Andi Hamzah 
sebagaimana dikutip dari buku karya Amir Ilyas,13 “Delik merupakan 
suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang (pidana).” 
Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan 
perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, dan 
tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut 
strafbaarfeit atau delik. Para sarjana Indonesia mengistilahkan 
strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno 
menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan 
                                                          
12  Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 
47. 
13  Amir Ilyas., Op. cit., hlm. 19. 
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tersebut”.14 Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, strafbaarfeit 
merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan 
hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar 
hukum.15 
Adapun menurut P.A.F Lamintang, strafbaarfeit merupakan 
sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan 
terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan 
pelaku perbuatannya atau manusia selaku individu (person).16 
Sedangkan W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang 
strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan 
terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau 
tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi 
pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum.17  
 
2.   Unsur-unsur Tindak Pidana 
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih 
mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka perlu diketahui bahwa 
di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. 
                                                          
14  C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 2004), hlm. 77. 
15  Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Jakarta: PT. 
Eresco, 2004), hlm. 1. 
16  P.A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 
2000), hlm. 172. 
17  Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2002), hlm. 91. 
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Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang 
secara umum dibedakan atas unsur subyektif dan unsur objektif. 
Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur 
objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan 
si pelaku itu harus dilakukan. 
a. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana meliputi : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
dan sebagainya. 
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 
Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan 
terlebih dahulu. 
b. Unsur-unsur obyektif tindak pidana meliputi : 
1. Sifat melawan hukum (wedderechtelicjkheid). 
2. Kualitas dari si pelaku, seperti tercantum dalam Pasal 
415 KUHP. 
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3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan 
sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.18 
Selain berbagai teori yang telah dikemukakan diatas yang 
pada umumnya membagi unsur tindak pidana ke dalam unsur 
objektif dan unsur subjektif. Loebby Logman juga memberikan 
pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut Loebby 
Loqman unsur-unsur tindak pidana sebagai meliputi : 
1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 
2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang; 
3) perbuatan itu dianggap melawan hukum; 
4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan 
5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.19 
Sementara Moeljatno dalam buku Amir Ilyas juga menguraikan 
unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 
1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman  
oleh undang-undang; 
3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum); 
4) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
5) Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.20 
                                                          
18     Ibid., hlm. 193. 
19    Amir Ilyas., Op. cit., hlm. 47. 
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
  Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni 
sebagai berikut:21 
a)  Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 
III. 
b)  Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. 
c)  Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpa). 
d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat juga dibedakan 
antara tindak  pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak 
pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga 
tindak pidana omisi. 
e)  Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus 
                                                                                                                                                               
20  Ibid., hlm. 48. 
21  Ibid., hlm. 28-34. 
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f)  Berdasarkan sumbernya,dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
g)  Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
h)  Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. 
i)  Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak 
pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
j)  Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
k)  Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 





B. Bantuan Hukum 
1.    Pengertian Bantuan Hukum 
   Sebelum membahas mengenai pengertian bantuan hukum, 
terlebih dahulu perlu diketahui pengertian hukum itu sendiri. 
Pertanyaan mengenai apakah hukum itu, senantiasa merupakan 
pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, 
perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, 
tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan 
hakim akan memandang pengertian hakim dari sudut pandang 
profesi mereka sebagai hakim, kalangan ilmuan hukum akan 
memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuan mereka, 
rakyat akan memandang hukum dari sudut pandang mereka, dan 
sebagainya.  
Berikut merupakan definisi hukum dalam pandangan beberapa 
ahli diantaranya:22 
1. Leon Duguit 
Hukum adalah tingkahlaku warga masyarakat, yang 
merupakan aturan  dimana daya penggunaannya pada saat 
tertentu diindahkan oleh warga masyarakat sebagai jaminan 
dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan 
pelanggaran. 
2. Emmanuel Kant 
Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi 
kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang 
dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain sesuai 
dengan hukum umum tentang kemerdekaan.  
 
                                                          
22   Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). 
Cetakan Kedua. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 9-10. 
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3. John Austin 
Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun 
tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga 
masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang 
independen, di mana otoritasnya (pihak yang berkuasa) 
merupakan otoritas tertinggi. 
4. Paul Scholten 
Hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak 
dilakukan dan apa yang tidak layak dilakukan. Jadi, hukum 
itu bersifat suatu perintah. 
5. Achmad Ali 
Hukum adalah seperangkat kaidah atau hukum yang 
tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang 
boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia 
sebagai warga masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat 
sendiri, maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya 
oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta 
benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai 
satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah 
tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi 
otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya 
eksternal. 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah menyinggung 
mengenai bantuan hukum. Namun, hal yang diatur mengenai 
bantuan hukum dalam KUHAP hanya mengenai kondisi untuk 
mendapatkan bantuan hukum, tanpa menjelaskan pengertian 
bantuan hukum itu sendiri. Selain dalam KUHAP, bantuan hukum 
juga telah tertuang dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 
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Pasal 1 angka 9 menyatakan: 
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak 
mampu. 
 
Jadi pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di atas, 
bahwa ketentuan hukum oleh seorang advokat yang diberikan 
kepada seseorang (klien) secara cuma-cuma dalam hal 
penunjukan oleh hakim karena klien yang tidak mampu.23 
Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 
1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 
Hukum. 
Pasal 1 angka 1 menyatakan: 
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 
Penerima Bantuan Hukum. 
 
Bantuan atau dengan kata lain pertolongan ini diberikan 
kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan dalam 
bidang hukum karena keterlibatannya dalam masalah hukum. 
Karena kurang mengerti akan hukum dan atau tidak mampu 
pengetahuannya tentang hukum dan miskin, ini membutuhkan 
pertolongan, bantuan hukum, mereka ini disebut pencari keadilan, 
justiciable, dapat dibela, sering juga disebut sebagai “klient” bagi 
pemberi bantuan hukum.  
                                                          
23  Andi Sofyan., Op. cit., hlm. 119. 
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Jadi, bantuan hukum dapat diartikan jasa memberi bantuan 
hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang 
yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa 
dalam perkara perdata, ataupun dalam perkara tata usaha negara 
di muka pengadilan, dan atau memberi nasehat hukum di luar 
pengadilan.24 Unsur-unsurnya adalah adanya jasa hukum, 
tindakan, pembela artinya orang yang berwenang bertindak 
membela suatu perkara baik di luar maupun di dalam pengadilan, 
adanya nasehat-nasehat hukum atau konsultasi hukum.25 
Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri yang berbeda yaitu:26 
1. Legal Aid 
Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara 
lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang 
kurang keuangannya dan kurang mampu untuk membayar 
penasihat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa 
bantuan hukum diarahkan pada sosok penasihat hukum 
sebagai ahli hukum yang dapat membantu mereka yang 
tidak mampu untuk menyewa penasihat hukum. Jadi Legal 
Aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada 
seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara 
dimana dalam hal ini : 
                                                          
24  Lasdin Wlas. Cakrawala Advokat Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 119. 
25  Ibid., hlm. 119. 
26  M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2002), hlm. 334. 
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a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan 
cuma-cuma; 
b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan 
bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat 
miskin; 
c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid 
adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda 
kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya 
dan buta hukum. 
 
2.  Legal Assistance 
Makna dari legal assistance lebih luas jika dibandingkan 
dengan pengertian legal aid. Legal assistance lebih 
memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli 
hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia 
dapat memberikan jasa bantuan hukum tanpa terkecuali. 
Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan 
bantuan hukum, tidak terbatas pada mereka yang miskin saja, 
tetapi juga pada mereka yang mampu untuk membayar 
prestasi.  
Bagi sebagian orang, legal aid selalu dihubungkan 
dengan orang tidak mampu yang miskin, dan tidak mampu 
untuk membayar advokat. Namun, sebagian orang pula 
menafsirkan bahwa legal aid sejatinya sama dengan legal 
assistance yang selalu ditafsirkan pelayanan hukum yang 
diberikan oleh masyarakat advokat kepada masyarakat yang 
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mampu. Tafsiran umum yang berlaku akhir-akhir ini, legal aid 
adalah model pemberian bantuan hukum untuk masyarakat 
tidak mampu. 
 
3. Legal Service 
Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “legal 
service”. Pada umumnya, kebanyakan orang lebih cenderung 
menggunakan memberi pengertian kepada konsep dan 
makna legal service  dibandingkan dengan makna dari legal 
aid dan atau legal service. Bila diterjemahkan secara bebas, 
arti dari legal service adalah pelayanan hukum. Jadi legal 
service adalah segala bentuk pemberian bantuan hukum oleh 
kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat 
dengan maksud untuk menjamin tak ada seorang pun dalam 
masyarakat yang tidak memperoleh nasehat-nasehat hukum, 
karena alasan tidak mempunyai biaya.  
Istilah legal service ini merupakan langkah-langkah yang 
diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam 
kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya 
perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber 
lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. 
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Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide legal service yang 
terkandung makna dan tujuan sebagai berikut:27 
a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang 
operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-
kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian 
jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan 
kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber 
dana dan posisi kekuasaan. 
b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada 
anggota masyarakat yang memerlukan, dapat 
diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat 
penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak 
yangdibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat 
tanpa membedakan yang kaya dan miskin. 
c. Di samping untuk menegakkan hukum dan 
penghormatan kepada yang diberikan hukum kepada 
setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, 
lebih cendrung untuk menyelesaikan setiap 




                                                          
27  Haris As’ad. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus 
Perdata Islam (Studi Komparasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum STAIN 
Salatiga dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta). Skripsi. Jurusan 
Syari’ah STAIN Salatiga, 2013, hlm. 25. 
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2.   Sejarah dan Perkembangan Bantuan Hukum di Indonesia 
Kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah dimulai sejak 
berabad-abad yang lalu. Pada masa Romawi, pemberian bantuan 
hukum oleh seseorang hanya didorong oleh motivasi untuk 
mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Keadaan tersebut relatif 
berubah pada abad pertengahan di mana bantuan hukum diberikan 
karena adanya sikap dermawan (charity) sekelompok elite gereja 
terhadap pengikutnya.28 Pada masa itu, belum ada konsep bantuan 
hukum yang jelas. Bantuan hukum belum ditafsirkan sebagai hak 
yang memang harus diterima oleh semua orang. Pemberian bantuan 
hukum lebih banyak bergantung pada konsep patron. Kemudian 
pandangan tersebut bergeser, bantuan hukum yang semula 
konsepnya berdasarkan kedermawanan dari si patron berubah 
menjadi hak setiap orang. 
Sejak revolusi terjadi revolusi Prancis dan Amerika, konsep 
bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas. Pemberian 
bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada charity terhadap 
masyarakat yang tidak mampu tetapi kerap dihubungkan dengan 
hak-hak politik. Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep 
bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara 
kesejahteraan (welafare state), di mana pemerintah mempunyai 
kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. 
                                                          
28  Todung  Mulya Lubis. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktual. Cetakan 
Pertama.  (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 1. 
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Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu progam peningkatan 
kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum.29 
Dari perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan 
hukum tersebut timbul bebagai variasi bantuan hukum yang diberikan 
kepada anggota masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artikel 
yang berjudul “Legal Aid: Modern Themes and Variations”, seperti 
yang dikutip Soerjono Soekanto,30 membagi bantuan hukum ke 
dalam dua model kesejahteraan. Menurut Cappelletti dan Gordley, 
bantuan hukum yuridis individual merupakan hak yang diberikan 
kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-
kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini 
tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana 
mereka dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian juga 
pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh Negara. 
Adapun bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu 
hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka 
perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu Negara kesejahteraan 
(welfare state). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari 
haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan 
kemiskinan. Karena itu, pengembangan sosial atau perbaikan sosial 
selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum 
                                                          
29  John Pieris. Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat). (Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, 2008), hlm. 78.  
30  Ibid., hlm. 79. 
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kesejahteraan. Peran Negara yang intensif diperlukan dalam 
merealisasikannya karena Negara mempunyai kewajiban untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga 
menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan 
hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh Negara melalui pemberian 
bantuan hukum kepada warganya.31 
Lain halnya dengan Schuyt, Groenendijk dan Sloot, mereka 
membedakan bantuan hukum ke dalam 5 (lima) jenis, yaitu:32 
1. Bantuan Hukum Preventif 
Bantuan hukum preventif adalah bantuan hukum yang 
dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka 
mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. 
2. Bantuan Hukum Diagnostik 
Bantuan hukum diagnostic adalah bantuan hukum yang 
dilaksanakan dengan pemberian nasehat-nasehat hukum atau 
biasa dikenal dengan konsultasi hukum. 
3. Bantuan hukum pengendalian konflik 
Bantuan hukum penegndalian konflik adalah bantuan hukum 
yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-
permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. 
Biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum 
                                                          
31  Ibid. 
32  Ibid., hlm. 79-80. 
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kepada anggota masyarakat yang tidak mampu 
menyewa/menggunakan jasa advokat untuk memperjuangkan 
kepentingannya. 
4. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum  
Bantuan hukum pembentukan hukum adalah adalah bantuan 
hukum yang dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi 
yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar. 
5. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum 
Bantuan hukum pembaruan hukum adalah bantuan hukum 
yang lebih ditujukan bagi pembaruan hukum, baik itu melalui 
hakim atau melalui pembentuk undang-undang (dalam arti 
material). 
 Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan 
hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-
konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia 
membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu bantuan 
hukum individual dan struktural. 
 Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan 
hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk 
pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa 
yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme 
penyelesaian sengketa lain, seperti arbitrase, dalam rangka 
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menjamin pemetaan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan 
masyarakat.  
 Sedangkan dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau 
kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela 
kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam 
proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan 
untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan 
pentingnya hukum. Tujuan lainnya adalah pemberdayaan 
masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan terhadap penguasa 
yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan 
pembangunan.33 
 Bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga 
hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. 
Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuk dan 
diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Namun demikian 
bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-
cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade 
terakhir, tampak menunjukan perkembangan yang amat pesat di 
Indonesia, apalagi setelah PELITA ke-III, pemerintah mencanangkan 
program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju 
pemerataan keadilan di bidang hukum. Bantuan hukum di Indonesia 
sendiri bermula sejak tahun 1848 tepatnya pada masa penjajahan 
                                                          
33  Ibid., hlm. 81. 
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Belanda. Pada saat itu di Belanda terjadi perubahan besar dalam 
sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan 
firman Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan 
baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia. 
Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur pertama kalinya 
“lembaga advokat”, maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan 
hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-
tahun itu. Sementara advokat pertama bangsa Indonesia, Mr. Besar 
Mertokoesoemo yang pertama membuka kantornya di di daerah 
Tegal dan Semarang sekitar tahun 1923.34 
 Pada masa penjajahan Jepang sendiri, bantuan hukum di 
Indonesia tidak mengalami kemajuan walaupun telah ada peraturan 
yang diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Keadaan yang 
tidak memungkinkan, serta gencarnya upaya dari bangsa Indonesia 
untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya membuat bantuan 
hukum sulit untuk berkembang pada masa itu, demikian pula setelah 
pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan 
yang relatif tidak berubah. Sementara itu, apabila kita melihat dari 
aspek institusional (kelembagaan) tentang bantuan hukum ini, kita 
dapat mengetahui bahwa lembaga atau biro bantuan hukum, dalam 
bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum 
(Rechts Hoge School)  Jakarta, pada tahun 1940 oleh Prof. 
                                                          
34  Bambang Sunggono dan Aries Hartanto. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 11-12. 
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Zeylemaker, seorang guru besar hukum dagang dan hukum acara 
perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat 
hukum kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk 
memajukan kegiatan klinik hukum.35 
 Pada tahun 1953, ide untuk mendirikan semacam biro 
konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 didirikan 
biro “Tjandra Naya” dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong, dengan 
ruang gerak agak terbatas yaitu lebih mengutamakan konsultasi 
hukum bagi orang-orang China. Atas usulan Prof. Ting Swan Tiong 
yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia) pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro 
Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan 
Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama 
menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974 menjadi 
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Kemudian disusul 
pendirian  Biro Konsultasi Hukum pada tahun 1967 di Fakultas 
Hukum Universitas Padjajaran. Sejak saat itu mulailah bertebaran 
lembaga konsultasi hukum di beberapa fakultas hukum di Indonesia. 
 Di luar kelembagaan bantuan hukum yang ada di fakultas-
fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan 
aktivitasnya dengan lingkup yang lebih luas dimulai sejak 
didirikannya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 
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Oktober 1970 di bawah pimpinan Dr. Adnan Buyung Nasution. Pada 
masa itu, bantuan hukum tumbuh dan berkembang sangat pesat. 
Satu contoh dapat dikemukakan, pada tahun 1979 saja tidak kurang 
dari 57 lembaga bantuan hukum yang terbentuk, dan ikut aktif 
memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan buta 
hukum. Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh 
organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari pelbagai 
organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan 
demikian, para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam 
upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan lembaga bantuan 
hukum yang telah ada.36 
 
3. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum 
Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang 
yang tersangkut suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah 
satu dari hak asasi manusia. Hak untuk mendapat bantuan hukum itu 
sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut 
beberapa peraturan yang mengatur mengenai bantuan hukum di 
Indonesia, yaitu: 
a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 
tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 
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Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 81 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yang di dalamnya terdapat aturan mengenai bantuan 
hukum, maka telah diatur terlebih dahulu di dalam Undang-
Undang RI No. 14, Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman telah mengatur tentang bantuan hukum 
sebagaaimana tertuang di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 
38.  
Di dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970, telah 
memungkinkan bahwa bantuan hukum itu dapat diperoleh sejak 
adanya penangkapan dan penahanan. Dalam perkembangannya, 
dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
tentang KUHAP, maka masalah bantuan hukum jelas, bahwa, 
”bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan 
pendahuluan.”37 
Penasihat hukum/advokat di dalam memberikan bantuan 
hukum menurut Pasal 39 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: 
”Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian 
perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.” 
 
Selanjutnya, setelah diundangkannya Undang-Undang RI 
No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
                                                          
37  Lihat Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang 
KUHAP. 
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menggantikan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970, secara 
tegas dicantumkan pasal-pasal yang memberikan jaminan 
kepada tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, 
yaitu sebagaimana menurut Pasal 37 Undang-Undang RI No. 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa, “Setiap 
orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 
hukum,” maka dalam memperoleh bantuan hukum menurut Pasal 
38 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bahwa, “Dalam perkara pidana seorang tersangka 
sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak 
menghubungi dan meminta bantuan advokat.” 
Terakhir diundangkannya Undang-Undang RI No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan 
Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004, diatur dalam BAB XI, yaitu 
dalam Pasal 56 dan Pasal 57. 
 Pasal 56 menyatakan: 
(1) Setiap orang yang menyangkut perkara berhak memperoleh 
bantuan hukum. 
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan 
yang tidak mampu. 
 
 Pasal 57 menyatakan:  
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum 
kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam 
memperoleh bantuan hukum. 
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan 
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sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa 
bantuan hukum dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa 
oleh seorang ahli hukum/penasihat hukum/advokat, guna 
memperlancar penyelesaian perkara. Jadi bantuan hukum dapat 
merupakan suatu asas yang penting, bahwa seseorang yang 
terlibat dalam suatu perkara pidana berhak untuk memperoleh 
bantuan hukum, guna mendapatkan perlindungan sewajarnya 
kepadanya. Demikian pula pentingnya bantuan hukum ini, adalah 
untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 
martabatnya sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya 
hukum sebagaimana mestinya.38 
b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
KUHAP yang berlaku saat ini walaupun bukan merupakan 
undang-undang khusus tentang bantuan hukum, namun di 
dalamnya terdapat beberapa pasal dan ayat yang mengatur 
mengenai bantuan hukum. Pengaturan mengenai bantuan hukum 
dapat dilihat pada BAB VII Pasal 69 sampai Pasal 74. Dalam 
pasal yang mengatur tentang bantuan hukum tersebut, telah 
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diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat 
memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan 
hukum, dan wujud daripada bantuan hukum itu sendiri. Berikut 
merupakan pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur mengenai 
bantuan hukum, yaitu: 
1. Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum, diatur 
dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 
60, dan Pasal 114 KUHAP. Dalam pasal-pasal tersebut, 
secara tegas diatur mengenai bantuan hukum oleh karena itu 
harus dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum yang 
bersangkutan dalam pemeriksaan. 
Pasal 54 menyatakan: 
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa 
berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 
penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam 
undang-undang ini. 
Pasal 55 menyatakan: 
Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 
54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat 
hukumnya. 
 
Pasal 56 menyatakan: 
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau 
didakwa  melakukan  tindak pidana yang diancam dengan 
pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau 
lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam 
dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak 
mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam 
proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi 
mereka. 
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(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan 
bantuannya dengan cuma-cuma. 
 
Pasal 57 menyatakan: 
(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan 
berhak  menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan 
ketentuan undang-undang ini. 
(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing 
yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan 
berbicara dengan perwakilan negaranya dalam 
menghadapi proses perkaranya. 
 
Pasal 59 menyatakan: 
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat 
yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam 
proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang 
serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain 
yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa 
untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi 
penangguhannya. 
 
Pasal 60 menyatakan: 
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan 
kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa 
guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan 
ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. 
 
Pasal 114 menyatakan: 
Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana 
sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib 
memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk 
mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam 
perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. 
 
2. Waktu pemberian bantuan hukum diatur dalam Pasal 69 dan 
Pasal 70 (ayat 1). Menurut ketentuan pasal tersebut diatur 
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bahwa bantuan hukum kepada seseorang yang terkait perkara 
pidana sudah dapat diberikan saat yang bersangkutan 
ditangkap dan ditahan. Penasihat hukum dapat berbicara dan 
berhubungan dengan tersangka atau terdakwa di setiap 
tingkatan pemeriksaan. 
Pasal 69 menyatakan: 
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat 
ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan 
menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 
  
Pasal 70 ayat (1) menyatakan: 
Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada 
setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk 
kepentingan pembelaan perkaranya. 
 
3. Pengawasan mengenai pelaksanaan bantuan hukum diatur 
dalam Pasal 70 (ayat 2), (ayat 3), (ayat 4), dan Pasal 71. 
Dalam ketentuan ini dimaksudkan agar penasihat hukum 
dapat memanfaatkan hubungan dengan tersangka atau 
terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Bukan untuk 
penyalahgunaan haknya, sehingga dapat menimbulkan 
kesulitan dan pemeriksaan. 
Pasal 70 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menyatakan: 
(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut  
menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan 
tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, 
penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga 
pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat 
hukum. 
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(3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka 
hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut 
pada ayat (2). 
(4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, 
maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut 
pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka 
hubungan selanjutnya dilarang. 
   
  Pasal 71 menyatakan: 
(1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, 
dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh 
penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga 
pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. 
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat 
tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan. 
 
4. Wujud daripada bantuan hukum yang dimaksud disini adalah, 
tindak- tindak atau perbuatan apa saja yang harus dilakukan 
oleh penasihat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh 
tersangka yaitu:  
a) Pada Pasal 115, mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap 
tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar 
kecuali kejahatan terhadap keamanan Negara, penasihat 
hukum hanya dapat melihat tapi tidak dapat mendengar. 
 Pasal 115 menyatakan: 
(1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan 
terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti 
jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta-
mendengar pemeriksaan. 
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara 
penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat 




b) Pasal 123, penasihat hukum dapat mengajukan keberatan 
atas penahanan tersangka kepada penyidik yang 
melakukan penahanan. 
  Pasal 123 menyatakan: 
(1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat 
mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis 
penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan 
penahanan itu. 
(2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan  
tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau 
tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada 
dalam jenis penahanan tertentu. 
(3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut 
belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga 
atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu 
kepada atasan penyidik. 
(4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan 
permintaan tersebut dengan mempertimbangkan 
tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan 
atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu. 
(5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan 
permintaan dengan atau tanpa syarat. 
 
c) Pasal 79 dan Pasal 124, penasihat hukum dapat 
mengajukan permohonan untuk melakukan pra peradilan. 
  Pasal 79 menyatakan: 
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu 
penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, 
keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri 
dengan menyebutkan alasannya. 
 
Pasal 124 menyatakan: 
Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah 
menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat 
hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri 
setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh 
40 
putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut 
sah atau tidak sah menurut undang-undang ini. 
 
d) Penasihat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti 
kerugian dan atau rehabilitasi buat tersangka atau 
terdakwa sehubungan dengan Pasal 79, Pasal 95, dan 
Pasal 97. 
 Pasal 79 menyatakan: 
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu 
penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, 
keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri 
dengan menyebutkan alasannya. 
 
 Pasal 95 menyatakan: 
(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut 
ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan 
diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan 
yang berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan. 
(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli 
warisnya atas penangkapan atau penahanan serta 
tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau 
hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke 
pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. 
(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, 
terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang 
berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. 
(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti 
kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan 
sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang 
telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. 
(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana 




 Pasal 97 menyatakan: 
(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh 
pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari 
segala tuntutan hukum yang putusannya telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan 
sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat.(1). 
(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas 
penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang atau kekeliruan 
mengenai orang atau hukum yang diterapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang 
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri 
diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam 
Pasal 77. 
 
e) Pasal 156, penasihat hukum dapat mengajukan keberatan 
bahwa pengadilan tidak bewenang mengadili perkaranya 
atau dakwaan tidak dapat diterima. 
 Pasal 156 menyatakan: 
(1)  Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum 
mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak 
berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan 
tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus 
dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada 
penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, 
hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk 
selanjutnya mengambil keputusan. 
(2)  Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, 
maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, 
sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim 
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah 
selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan. 
(3)  Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap 
keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan 
perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui 
pengadilan negeri yang bersangkutan. 
(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa 
atau penasihat hukumnya diterima olah pengadilan 
tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, 
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pengadilan tinggi dengan surat penetapannya 
membatalkan putusan pengadilan negeri dan 
memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang 
untuk memeriksa perkara itu. 
(5) a) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama 
dengan   permintaan banding oleh terdakwa atau 
penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, 
maka dalam waktu empat belas hari sejak ia 
menerima perkara dan membenarkan perlawanan 
terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan 
membatalkan keputusan pengadilan negeri yang 
bersangkutan dan   menunjuk pengadilan  negeri 
yang berwenang. 
 b) Pengadilan tinggi menyampaikan salinan 
keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang 
berwenang dan kepada pengadilan negeri yang 
semula mengadili perkara yang bersangkutan 
dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan 
kepada kajaksaan negeri yang telah melimpahkan 
perkara itu. 
(6)  Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah 
hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri 
mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan 
negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang 
berwenang di tempat itu. 
  (7)  Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun 
tidak    ada perlawanan, setelah mendengar 
pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan 
surat penetapan yang memuat alasannya dapat 
menyatakan pengadilan tidak berwenang. 
 
f) Pasal 182, penasihat hukum dapat mengajukan 
pembelaan. 
(1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan  selesai,  
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; 
b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum 
mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh 
penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa 
atau penasihat hukum selalu mendapat giliran 
terakhir; 
c.  Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas 
pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah 
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dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua 
sidang dan turunannya kepada pihak yang 
berkepentingan. 
(2)  Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim 
ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan 
dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat 
membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan 
hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun 
atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau 
penasihat hukum dengan memberikan alasannya. 
(3)  Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah 
terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila 
perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, 
saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin 
meninggalkan ruangan sidang. 
(4)  Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan 
atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang 
terbukti dalam pemeriksaan di sidang. 
(5)  Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis 
mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang 
termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang 
terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim 
ketua majelis dan semua pendapat harus disertai 
pertimbangan beserta alasannya. 
(6)  Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis 
merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal 
itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh 
tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai 
berikut : 
 a.  Putusan diambil dengan suara terbanyak; 
 b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat  
diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat 
hakim yang paling menguntungkan bagi 
terdakwa. 
(7)  Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku 
himpunan putusan yang disediakan khusus untuk 
keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. 
(8)  Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan 
diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain 
yang sebelumnya harus diberitahukan kepada 
penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. 
g) Pasal 233, penasihat hukum dapat mengajukan banding. 
(1)  Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh 
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terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu 
atau penuntut umum; 
(2)  Hanya pemintaan banding sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera 
pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah 
putusan dijatuhkan atau  setelah putusan 
diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2). 
(3)  Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah 
surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan 
juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan 
kepada pemohon yang bersangkutan. 
(4)  Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini 
harus dicatat oleh panitera dengan disertai 
alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam 
berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar 
perkara pidana. 
(5)  Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan 
banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum 
atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut 
umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib 
memberitahukan permintaan dari pihak yang satu 
kepada pihak yang lain. 
h) Pasal 245, penasihat hukum dapat mengajukan kasasi.  
(1)  Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon 
kepada panitera pengadilan yang telah memutus 
perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 
empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang 
dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada 
terdakwa. 
(2)  Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam 
sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh 
panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar 
yang dilampirkan pada berkas perkara. 
(3)  Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan 
kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umun, atau 
terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut 
umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib 
memberitahukan permintaan dari pihak yang satu 
kepada pihak yang lain. 
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c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum 
Menurut Pasal 24 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum, yang  berbunyi bahwa, “Pada saat 
Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum, dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini.” 
Dengan demikian peraturan perundang-undangan lainnya 
yang mengatur tentang bantuan hukum, masih tetap dianggap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI 
No. 16 tentang Bantuan Hukum, antara lain Undang-Undang RI 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, peraturan 
pemerintah dan surat edaran Mahkamah Agung.39 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Wartawan 
1. Pengertian Wartawan 
 Wartawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk 
dimuat dl surat kabar, majalah, radio, dan televisi.40 Seorang 
wartawan bekerja pada sebuah perusahaan penerbitan pers, atau 
                                                          
39   Ibid., hlm. 123. 
40  Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada laman website: 
http://kbbi.web.id/wartawan. Diakses pada hari Minggu, 14 Juni 2014, Pukul 13.49 WITA. 
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sekadar menjadi wartawan lepas (freelance) yang rutin mengirimkan 
tulisan ke media massa. 
 Pengertian wartawan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
1999 Tentang Pers adalah, orang yang bekerja pada media atau 
perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia yang secara 
teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.41 Aktivitas itu meliputi: 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
meneyebarkan informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, 
gambar, serta data-data gafik maupun dalam bentuk lain 
menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis 
saluran yang tersedia. 
 Adinegoro,42 salah seorang wartawan senior Indonesia, 
mengemukakan bahwa wartawan adalah orang yang hidupnya 
bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam 
redaksi yang bertanggungjawab terhadap isi surat kabar maupun di 
luar kantor redaksi sebagai koresponden, yang tugasnya mencari 
berita, menyusun, kemudian mengirimkannya kepada surat kabar 
yang dibantunya, baik berhubungan tetap maupun tidak tetap dengan 
surat kabar yang memberi nafkahnya. 
 Berdasarkan pengertian wartawan tersebut, dapat diperoleh 
gambaran bagaimana mengelola atau menyusun sebuah konsep 
                                                          
41  Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 
42  Anita Marianche, Hak Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Bagi Wartawan 
Melalui Media Massa, Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan HAM 
Kemenkumham RI, Volume III Nomor 2, Desember 2012. 3(2): 118-144. 
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kerja jurnalistik. Pertama, meliput dan membuat news dan views, 
kedua, menyebarluaskannya kepada khalayak. Meliput dan membuat 
news dan views merupakan sisi ideal sebuah media, yang 
merupakan tugas redaksi atau wartawan. Menyebarluaskan berita 
merupakan sisi komersial dan menjadi tugas bagian pemasaran 
(sirkulasi, iklan, dan promosi).43 
 
2. Pengertian Pers 
 Istilah pers, atau press berasal dari istilah latin pressus yang 
artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam 
kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai 
arti sama dengan bahasa Inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat 
cetak.44 Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 
1999 Tentang Pers menyatakan bahwa: 
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa 
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, 
gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun 
dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, 
media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 
 
 Keberadaan pers dari terjemahan ini pada umumnya adalah 
sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna 
lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. Di sini 
yang juga tidak jarang menjadi sebuah media penekanan terhadap 
                                                          
43  Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Praktis (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2009), hlm. 100. 
44  Syamsul Wahidin. Hukum Pers. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 34. 
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kebijakan tertentu yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana 
mestinya oleh pihak yang seharusnya secara lurus dapat 
menjalankannya. 
 Di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian 
pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media 
tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk 
fakta, pendapat, usulan, dan gambar kepada masyarakat luas secara 
regular. Laporan dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari 
pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Di dalam 
pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti 
surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, dan buletin, 
sedangkan media elektronik meliputi radio film dan televisi.  
 Fungsi utama pers pada umumnya di samping sebagai kontrol 
sosial adalah untuk menjalin komunikasi serta sebagai media 
informasi baik bagi sesama warga masyarakat maupun dengan 
pemerintah secara timbal balik. Fungsi pers Indonesia menekankan 
pada eksistensinya sebagai institusi kemasyarakatan baik dalam 
hubungannya secara personal antar sesama anggota masyarakat, 
maupun dengan pemerintah sebagai institusi publik yang juga 
berkepentingan dengan pers. Fungsi pers Indonesia itu ialah:45 
a) Menyebarluaskan informasi; 
b) Melakukan kontrol sosial yang konstruktif; 
                                                          
45  Ibid., hlm. 36. 
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c) Menyalurkan aspirasi rakyat, dan 
d) Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat. 
 Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang 
Pers menyatakan bahwa fungsi pers adalah:  
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 
(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional 
dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 
 
3. Peraturan yang Mengatur tentang Wartawan 
a. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dibuat 
setelah Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1967, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan 
zaman. 
UU Pers terdiri dari 10 bab dengan 21 pasal yang antara lain 
mengatur ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam BAB I 
Pasal 1, BAB II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan 
pers pada Pasal 2,3,4,5, dan 6, Bab V Pasal 15 mengenai Dewan  
Pers, serta ketentuan pidana yang termaktub dalam BAB VIII Pasal 
18.  
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b. Kode Etik Jurnalistik  
Kode Etik Jurnalistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah, aturan tata susila kewartawanan, norma tertulis yg 
mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan.46 Menurut 
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik 
Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Penjelasan 
Pasal 7 Ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa yang dimaksud 
dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati 
organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. 
 Ada beberapa Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di Indonesia, 
di antaranya: Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia 
(KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik 
Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis 
Televisi Indonesia, dan lainnya.47 Saat ini, kode etik terbaru yang 
berlaku di Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik yang dibuat pada 
tanggal 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi pers, dan disahkan oleh 





                                                          
46  Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada laman website: 
http://kbbi.web.id/kode. Diakses pada hari Senin, 15 Juni 2014, Pukul 15.00 WITA. 
47   Lihat, Wikipedia pada laman website: https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_ 
jurnalistik. Diakses pada hari Rabu, 24 Juni 2014, Pukul 02.42 WITA. 
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BAB III 
    METODE PENELITIAN 
  
A.      Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah penelitian sosiolegal research, yaitu 
penelitian hukum normatif yang didukung oleh data-data penelitian 
hukum empirik.48 Tipe penelitian ini digunakan untuk menelaah peran 
Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar (LBH Pers) dalam mem-
berikan bantuan hukum terhadap wartawan pada perkara pidana yang 
sesuai temuan empirik di lapangan. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers 
Makassar. Adapun pertimbangan memilih lokasi tersebut karena sesuai 
dengan tujuan penulis untuk meneliti peranan Lembaga Bantuan Hukum 
Pers dalam memberikan bantuan hukum terhadap wartawan pada perkara 
pidana, terutama yang telah dilakukan oleh LBH Pers Makassar. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan tiga  cara,  yaitu : 
1. Studi kepustakaan, adalah tehnik pengumpulan data dengan 
mempelajari dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan 
dengan penelitian. 
                                                          
48   Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Edisi I. Cetakan Ketiga. (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011), hlm. 24-25. 
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2. Pengamatan langsung (observasi), yaitu dengan mengadakan 
pengamatan langsung pada lembaga terkait, yaitu LBH Pers 
Makassar. 
3. Wawancara, yaitu dengan cara berkomunikasi berupa tanya 
jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam 
penelitian agar objek yang diteliti dapat dikembangkan atau 
ditelusuri lebih mendalam dan terperinci. 
  
D. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dalah data 
kualitatif yang bersumber dari: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung 
dengan pihak dalam lembaga yang bersangkutan terkait langsung 
dengan penelitian yang dilakukan. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bentuk laporan dan 
bahan dokumen tertulis lainnnya seperti arsip data dari lembaga 
yang bersangkutan yang berhubungan dengan pembahasan dalam 
penelitian ini. 
 
E. Analisis data 
Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, 
mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif. 
Model analisis kualitatif yang digunakan adalah metode  analisis interaktif 
yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan tiga tahap  berupa 
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pengumpulan data, sajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga data-
data akan terkumpul dan berhubugan satu dengan yang lain secara 
otomatis. Sehingga proses analisis data sudah dilakukan sejak proses 
pengumpulan data masih berlangsung maka penafsiran terhadap apa 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum LBH Pers Makassar 
1. Sejarah Berdirinya LBH Pers Makassar 
 Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, tak 
terlepas dari peran jurnalis dan organisasi non-pemerintahan yang ada di 
Makassar. LBH Pers Makassar terbentuk ketika melihat maraknya 
fenomena pengekangan yang terjadi terhadap jurnalis ketika menjalankan 
kerja-kerja jurnalistiknya.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris LBH Pers 
Makassar, Muhammad Nursal NS,49 mengatakan bahwa: 
Ada tiga cord issue (isu kunci) yang menjadi dasar berdirinya LBH 
Pers Makassar, yakni: maraknya pengekangan terhadap 
kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, 
serta kebebasan untuk memperoleh informasi. Jadi, kebebasan 
jurnalis dalam memperoleh informasi hanya merupakan salah satu 
bagian yang menjadi bahan advokasi kami di LBH Pers Makassar. 
 
 Sebagai wujud kepedulian serta bentuk komitmen dalam menjaga 
kebebasan pers tetap eksis, dan tetap dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik, maka didirikanlah LBH Pers Makassar yang diprakarsai oleh 
jurnalis, praktisi hukum (lawyer), akademisi dan organisasi masyarakat 
sipil (OMS) yang ada di Makassar pada tahun 2010 silam. LBH Pers 
Makassar diharapkan bisa menjadi wadah baru bagi pencari keadilan, 
                                                          
49  Wawancara, Jumat, 25 September 2015.  
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utamanya yang berkaitan dengan tiga cord issue yang menjadi cikal bakal 
lahirnya LBH Pers.  
Secara de facto, LBH Pers Makassar didirikan oleh banyak 
kalangan, seperti lawyer, akademisi, jurnalis, serta organisasi non 
pemerintah pada tahun 2010 silam. Namun, secara de jure LBH Pers 
Makassar didirikan oleh Fajriani Langgeng, S.H., Anggareska, S.H. dan 
Muhammad Nursal NS. S.H.50 Ada banyak lembaga yang memberikan 
bantuan hukum terhadap masyarakat, namun belum ada yang konsen 
terhadap isu kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan 
kebebasan memperoleh informasi. Makanya LBH Pers Makassar lahir 
sebagai solusi atas kondisi tersebut, di tengah maraknya pengekangan 
yang dialami oleh masyarakat secara umum dan wartawan secara khusus. 
 Seiring berjalannya waktu, LBH Pers Makassar terus hadir dalam 
memberikan advokasi dan bantuan hukum terhadap masyarakat yang 
terjerat kasus hukum, utamanya yang berkaitan dengan pengekangan 
kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta kebebasan untuk 
memperoleh informasi.  
Sejak terbentuk 2010 silam, LBH Pers Makassar masih dalam 
binaan LBH Pers Jakarta, hingga pengurus inti resmi terbentuk. Barulah 
pada tanggal 8 Januari 2012, LBH Pers Makassar secara resmi memiliki 
direktur baru, setelah Fajriani Langgeng, S.H., terpilih  sebagai direktur 
mengalahkan Muhammad Sirul Haq, S.H., dalam pemilihan yang begitu 
                                                          
50  Ibid. 
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alot selam dua hari. Pemilihan direktur baru LBH Pers itu sendiri dihadiri 
oleh pengacara, organisasi pers, serta organisasi bantuan hukum yang 
ada di Makassar. 51 
 
2. Visi dan Misi  
Sama seperti organisasi masyarakat sipil lainnya, LBH Pers juga 
memiliki visi dan misi yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kerja-
kerja organisasinya. Adapun visi dan misi LBH Pers adalah sebagai 
berikut: 
Visi LBH Pers:52 
a) Memperjuangkan penegakan hukum dan hak asasi manusia; 
b) Memperjuangkan kebebasan berekspresi, hak atas informasi 
dan hak berserikat; dan 
c) Membela harkat, martabat dan kesejahteraan para jurnalis 
serta pekerja pers. 
Misi LBH Pers: 
a) Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma; 
b) Melakukan pendidikan dan pelatihan hukum; 
c) Melakukan penelitian, kampanye dan pengembangan 
jaringan; dan 
d) Melakukan advokasi kebijakan terkait kebebasan pers dan 
kebebasan berekspresi. 
 
                                                          
       51  Dikutip dari Tribun Timur pada laman website: 
http://makassar.tribunnews.com/2012/01/08/fajriani-langgeng-sh-resmi-ketua-lbh-pers-ma 
kassar. Diakses pada hari Sabtu, 2 Januari 2016. Pukul 21.39 WITA. 
  52     Dikutip dari LBH Pers pada laman website: http://www.lbhpers.org/visi-misi. 
Diakses pada hari Sabtu, 2 Januari 2016. Pukul 21.47 WITA. 
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3. Struktur Pengurus LBH Pers Makassar 









Sumber: Hasil olah data primer, 2015. 
 
Tabel 1. Daftar Nama Pengurus LBH Pers Makassar 
No Nama Jabatan 
1 Fajriani Langgeng, S.H Direktur 
2 Muhammad Nursal NS, S.H Sekretaris 
3 Maria Ulfah, S.H Bendahara 
4 Anggareska Permahanda Siswanto, S.H Divisi Advokasi 
5 M. Irham Amin, S.H Divisi Litigasi 
6 Muhammad Farid Wajdi, S.H., M.H Divisi Program 
Sumber: Hasil olah data primer, 2015. 
 
4. Sarana dan Prasarana 
 Keseluruhan program dan rencana kerja LBH Pers Makassar 














menjadi kantor bersama dengan organisasi non pemerintahan yang 
konsen terhadap isu pemberantasan korupsi, yakni Anti Corruption 
Committee (ACC) Sulawesi. LBH Pers dan ACC Sulawesi harus berbagi 
tempat dalam menjalankan kerja-kerjanya, mengingat saat ini LBH Pers 
belum memiliki kantor sendiri. Saat ini LBH Pers Makassar dan ACC 
Sulawesi beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Ruko Pettarani 
Centre Blok A No. 17 Makassar. 
Selain menempati kantor ACC Sulawesi, LBH Pers Makassar juga 
sering berkantor di LBH Makassar dan Kantor Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) Makassar. Kantor LBH dan AJI Makassar sering menjadi tempat 
berkantor LBH Pers Makassar dalam menangani kasus, mengingat 
mayoritas pengurus dan advokat ad-hoc53 berasal dari kantor tersebut. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur LBH Pers 
Makassar, Fajriani Langgeng,54 mengemukakan bahwa: 
Sejak LBH Pers Makassar dideklarasikan 2010 silam, kami sering 
menggunakan Kantor AJI Makassar, ACC Sulawesi, dan LBH 
Makassar sebagai tempat berkantor karena kami belum memiliki 
kantor sendiri. Selain itu, pada ketiga kantor itulah mayoritas 
pengurus LBH Pers Makassar bekerja, termasuk para pengacara 
ad-hoc yang sering turut serta dalam menangani kasus yang 
ditangani oleh LBH Pers Makassar. 
 
                                                          
53  Advokat ad-hoc adalah advokat yang berasal dari lembaga jaringan/mitra LBH 
Pers Makassar dan bersifat sementara. Advokat ad-hoc biasanya bekerjasama dengan 
LBH Pers Makassar dalam penanganan kasus yang melibatkan masyarakat rentan 
hukum ataupun wartawan secara khusus. Advokat ad-hoc yang sering bekerjasama 
dengan LBH Pers Makassar berasal dari LBH Makassar, ACC Sulawesi, AJI Makassar, 
dan pelbagai organisasi bantuan hukum lainnya yang ada di Makassar. Wawancara 
dengan Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng, Senin, 23 November 2015. 
54  Ibid. 
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Hingga saat ini, pada ketiga tempat itulah (AJI Makassar, LBH 
Makassar, dan ACC Sulawesi), LBH Pers melaksanakan kerja-kerja 
sosialnya membantu masyarakat yang rentan hukum dan wartawan 
secara khusus. 
 
5. Sumber Daya dan Rekrutmen 
 Saat ini LBH Pers Makassar memiliki enam orang anggota inti 
badan pekerja. Anggota LBH Pers Makassar sendiri berlatar belakang 
aktivis yang telah terlibat aktif dalam pendampingan dan advokasi 
terhadap masyarakat rentan hukum dan miskin, baik sejak menyandang 
status mahasiswa maupun setelah terjun langsung dalam pendampingan 
dan advokasi di organisasi non pemerintahan lainnya yang ada di 
Makassar, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Forum 
Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-ORNOP) 
Sulawesi Selatan, ACC Sulawesi, PJI, AJI Makassar, dan beberapa 
lembaga masyarakat sipil lainnya.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris LBH Pers 
Makassar, Muhammad Nursal NS,55 mengatakan bahwa: 
Metode perekrutan LBH Pers Makassar ke depannya akan 
menyerupai metode perekrutan di Lembaga Bantuan Hukum 
lainnya. Setiap calon anggota wajib melulusi Karya Latihan Bantuan 
Hukum (KALABAHU) Pers yang akan diadakan oleh LBH Pers 
Makassar maupun LBH Pers lainnya di Indonesia. Kami akan 
memprioritaskan merekrut alumni pers mahasiswa yang ada di 
kampus-kampus, serta teman-teman jaringan. 
 
                                                          
55  Wawancara, Jumat, 25 September 2015. 
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 Ke depannya, LBH Pers Makassar akan kembali merekrut anggota 
badan pekerja yang berasal dari aktivis pers mahasiswa yang ada di 
pelbagai kampus di Kota Makassar, serta anggota organisasi masyarakat 
sipil lainnya, yang ingin turut berpartisipasi dalam proses pendampingan 
dan advokasi di LBH Pers Makassar. 
  
6. Sasaran  
 Sasaran kegiatan LBH Pers Makassar adalah jurnalis dan  
masyarakat rentan hukum (miskin), utamanya yang berkaitan dengan isu 
pengekangan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan 
kebebasan dalam memperoleh informasi. LBH Pers Makassar juga aktif 
menjalin komunikasi dengan organisasi non pemerintahan lainnya, 
seperti: LBH Makassar, ACC Sulawesi, Perhimpunan Jurnalis Indonesia 
(PJI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), FIK-ORNOP, Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI), serta pelbagai lembaga jaringan lainnya.   
Menurut Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng56, LBH Pers 
Makassar sengaja dibentuk untuk mewadahi, serta melakukan advokasi 
kepada masyarakat rentan hukum secara umum dan jurnalis secara 





                                                          
56  Wawancara, Senin, 23 November 2015. 
61 
B. Peranan LBH Pers Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum 
Terhadap Wartawan pada Perkara Pidana 
1. Peranan Secara Umum LBH Pers Makassar dalam Memberikan 
Bantuan Hukum pada Perkara Pidana 
Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum 
dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu atau golongan 
lemah adalah sangat penting. Pada tataran praktis, seorang penasihat 
hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada 
suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan untuk mewujudkan suatu 
pemerataan dalam bidang hukum, yaitu kesamaan (equality) baik 
kedudukan maupun kesempatan untuk memperoleh keadilan.57  
Sejak dideklarasikan 2010 silam, LBH Pers Makassar telah banyak 
mengambil peran dalam membantu masyarakat rentan hukum, serta 
wartawan pada khususnya, utamanya yang berada di Kota Makassar dan 
Sulawesi Selatan pada umumnya. Berdasarkan penelitian penulis ada 
beberapa peranan dari LBH Pers Makassar diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
a)  Pelayananan publik (public service); 
b)  Pendidikan sosial (social education); 
c) Perbaikan tertib hukum (legal order); 
d) Pembaharuan hukum (law reform); 
 
                                                          
57   Lihat Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. 
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e) Pembukaan lapangan kerja (labour market); dan 
f) Tempat belajar (practical training). 
Dalam kaitannya dengan objek penelitian serta untuk memperjelas 
peranan LBH Pers Makassar dalam proses pemberian bantuan hukum 
kepada masyarakat, maka penulis memaparkannya sebagai berikut: 
 
a) Pelayananan Publik ( Public Service) 
Pelayanan bantuan hukum di LBH Pers Makassar dilakukan 
secara prodeo/gratis. Tidak ada biaya administrasi ataupun biaya-
biaya lain yang harus dikeluarkan oleh klien. Bahkan menurut 
Muhammad Nursal NS,58 biasanya advokat dari LBH Pers 
Makassar sendiri biasanya mengumpulkan dana secara swadaya 
dalam menangani suatu perkara. Hal ini dilakukan semata-mata 
demi pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan 
hukum, serta merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
Pasal 20 menyatakan: 
Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta 
pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak 
lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani 
pemberi bantuan hukum. 
    
Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz Dumpa,59 
Pembela Umum pada LBH Makassar, yang pernah bekerjasama 
dengan LBH Pers Makassar, sebagai advokat ad-hoc dalam 
                                                          
58  Wawancara, Jumat, 11 Desember 2015. 
59  Wawancara, Sabtu, 12 Desember 2015. 
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menangani kasus kekerasan terhadap wartawan di Makassar, 
mengatakan bahwa:  
Pada saat menangani perkara, baik yang melibatkan 
wartawan ataupun masyarakat rentan hukum lainnya, kami 
tidak pernah melakukan pungutan sepeser pun. Kerja-kerja 
kami murni kerja kemanusiaan, utamanya kepada 
masyarakat yang kurang mampu untuk membayar lawyer 
untuk mendampinginya, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan. Ada beberapa kasus yang kami damping 
bersama LBH Pers Makassar, seperti kasus penganiayaan 
yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap 
beberapa jurnalis di kampus Universitas Negeri Makassar 
(UNM) pada tahun 2014 lalu dan kasus Fadli Rahim, PNS di 
Kabupaten Gowa yang dilaporkan oleh Bupati Gowa ke 
kepolisian karena tuduhan pencemaran nama baik. Dari 
kedua kasus itu, kami membantu wartawan dan PNS 
tersebut tanpa memungut biaya, melainkan semata-mata 
membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. 
 
  
b) Pendidikan Sosial (Social Education) 
Sehubungan dengan kondisi social cultural, dimana lembaga 
dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta 
metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-
penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat 
agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya menurut hukum.60 
Dalam konteks LBH Pers Makassar, pada praktiknya 
berperan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, 
utamanya kepada masyarakat rentan hukum. Latar belakang para 
pengurus yang mayoritas berasal dari alumnus organisasi 
                                                          
60  Dikutip pada laman website: http://viviarviani.blogspot.co.id/2012/03/sejarah-
lbh.html. Diakses pada hari Minggu, 3 Januari 2016. Pukul 05.19 WITA.  
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masyarakat sipil (OMS), serta mantan aktivis mahasiswa, membuat 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh LBH Pers Makassar selalu 
mengupayakan adanya proses edukasi terhadap masyarakat. Hal 
ini dapat terlihat dari kerja-kerja LBH Pers Makassar, baik dalam 
bentuk advokasi, maupun dalam bentuk seminar atau pelatihan-
pelatihan.  
Menurut Sekretaris LBH Pers Makassar,61 latar belakang 
anggota yang berasal dari non-government organization (NGO), 
organisasi pers, serta eks aktivis mahasiswa, membuat kerja-kerja 
di LBH Pers Makassar tidak begitu sulit, karena bisa dengan mudah 
merancang program kerja, serta melakukan advokasi terhadap 
masyarakat rentan secara umum dan wartawan secara khusus 
yang membutuhkan bantuan hukum. Selama ini, LBH Pers 
Makassar telah melakukan berbagai bentuk pendidikan sosial 
terhadap masyarakat, seperti kampanye isu, melakukan pelatihan 
jurnalistik yang bekerjasama dengan lembaga jaringan, serta tak 
lupa pula melibatkan organisasi mahasiswa yang ada di kampus-
kampus, utamanya yang ada di Kota Makassar. 
 
c) Perbaikan Tertib Hukum (Legal Order) 
Sehubungan dengan kondisi sosial politik, dimana peranan 
lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang 
peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, 
                                                          
61  Wawancara, Jumat, 11 Desember 2015. 
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akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan 
ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol 
dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki atau 
mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan 
masyarakat. Ada sebuah anekdot miris, “Hukum di Indonesia 
tumpul keatas dan tajam ke bawah”, karena melihat begitu 
banyaknya pemberitaan media masa tentang buruknya perilaku 
aparatur Negara.62  
Selama ini LBH Pers Makassar telah turut berpartisipasi 
pada seminar dan diskusi bersama stakeholder untuk mengawal 
tindakan-tindakan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. 
LBH Pers Makassar kerap kali mendesak aparat kepolisian apabila 
dalam penanganan kasus yang menimpa aparat kepolisian 
terkesan lamban.  
Koordinator Divisi Advokasi LBH Pers Makassar, 
Anggareska,63 mengatakan bahwa: 
Kami di LBH Pers Makassar beberapa kali mendesak aparat 
kepolisian yang selama ini terkesan lamban menyikapi 
kasus-kasus yang melibatkan wartawan sebagai korban 
tindak pidana dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. 
Beberapa Waktu lalu kami melakukan press conference 
bersama Koalisi Jurnalis Makassar (KJM)64 di LBH Makassar 
guna mendesak aparat kepolisian segera memproses kasus 
                                                          
62   Haris As’ad, Op. Cit., hlm. 86. 
63   Wawancara, Senin, 23 November 2015. 
64   Koalisi Jurnalis Makassar (KJM) adalah koalisi yang dibentuk oleh jurnalis 
Makassar guna mengadvokasi jurnalis yang menjadi korban kekerasan dari aparat 
kepolisian. KJM dibentuk pasca terjadinya insiden penganiayaan terhadap beberapa 
jurnalis yang meliput aksi demostrasi di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), 
Kamis, 13 November 2014.  
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kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di kampus UNM dan 
melibatkan oknum kepolisian sebagai pelaku penganiayaan. 
 
Selain menggelar press conference, LBH Pers Makassar 
sering mengadakan diskusi membahas penanganan tindak 
kekerasan terhadap jurnalis, dengan melibatkan pihak kepolisian, 
akademisi, organisasi pers, serta pegiat pers mahasiswa yang ada 
di kampus-kampus. Hal ini dilakukan guna memberikan tekanan 
kepada penegak hukum, agar serius dalam menangani kasus-
kasus yang melibatkan wartawan, maupun masyarakat secara 
umum. 
 
d) Pembaharuan Hukum (Law Reform) 
Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan 
fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan 
hukum yang sudah lama tidak  memenuhi kebutuhan baru, bahkan 
kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan 
keadaan. Lembaga dapat mempelopori usul-usul perubahan 
undang-undang.65 
Anggareska,66 mengatakan bahwa LBH Pers Makasar 
menyadari bahwa hukum itu menyesuaikan kebutuhan zaman, 
sehingga apabila suatu produk hukum sudah tidak relevan dengan 
kebutuhan maka harus diganti. Partisipasi pembaharuan hukum 
                                                          
65   YLBHI. Dua Tahun Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). (Jakarta: YLBHI, 
1970) dalam Dian Pramita Sari. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam 
Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten 
Batang). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 26. 
66   Wawancara, Senin, 23 November 2015. 
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oleh LBH Pers Makassar bertujuan untuk menjaring aspirasi dan 
opini dari masyarakat, akademisi dan stakeholder lainnya, sehingga 
dengan upaya bersama tersebut diharapkan tercipta peraturan-
peraturan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat.  
LBH Pers Makassar sering kali menggelar diskusi 
membahas kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta 
kebebasan berkekspresi dengan melibatkan akademisi, KJM, AJI 
Makassar, PJI, serta mengundang pihak kepolisian sebagai pihak 
yang kerap kali bersentuhan dengan jurnalis di lapangan. Selain 
menggelar diskusi, LBH Pers Makassar sering pula 
mendelegasikan anggotanya untuk menjadi pembicara dalam 
diskusi seputar kebebasan pers, kebebasan berpendapat, 
kebebasan berekspresi, serta isu internet freedom, yang digelar 
oleh lembaga jaringan maupun kampus-kampus yang ada di 
Makassar dan sekitarnya. 
 
e) Pembukaan Lapangan Kerja (Labour Market) 
 Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini terdapat banyak 
pengangguran sarjana hukum, yang tidak atau belum dimanfaatkan 
atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan 
bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga 
Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia 
misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu kota 
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kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum 
dapat ditampung dan dimanfaatkan.67 
 LBH Pers Makassar adalah salah satu bentuk lembaga 
bantuan hukum yang konsen dalam pendampingan dan advokasi 
terhadap kasus-kasus yang erat kaitannya dengan pengekangan 
dalam berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan 
memperoleh informasi, serta isu internet freedom, yang saat ini 
baru terdapat pada 8 kota di Indonesia. Selain LBH Pers Makassar, 
terdapat pula LBH Pers Jakarta, LBH Pers Surabaya, LBH Pers 
Padang, LBH Pers Palembang, LBH Pers Jogjakarta, LBH Pers 
Manado dan LBH Pers Pontianak.68 Keberadaan LBH Pers 
diharapkan bisa membantu alumnus perguruan tinggi yang ingin 
turut serta terlibat dalam mengadvokasi wartawan yang mengalami 
perkara maupun masyarakat rentan hukum lainnya.  
 Terkait keberadaan lembaga bantuan hukum, Bahrain,69 
Koordinator Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI), mengatakan pentingnya pembentukan lembaga 
bantuan hukum di seluruh Indonesia.  Menurutnya, dengan adanya  
lembaga bantuan hukum di Indonesia, secara tidak langsung dapat 
                                                          
 67    Dian Pramita Sari. Op. Cit., hlm. 26. 
 68     Dikutip dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang pada laman website: 
http://lbhperspadang.org/konsolidasi-lbh-pers-se-indonesia/. Diakses pada Senin, 4 
Januari 2016. Pukul 03.18 WITA. 
69   Bahrain. Akses terhadap Keadilan Melalui Bantuan Hukum Struktural. Makalah 
Disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) VI yang Diadakan oleh 
YLBHI Bekerjasama dengan LBH Makassar, LBH Manado, dan LBH Papua, Makassar. 
2015, hlm 3. 
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menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, utamanya 
Sarjana Hukum yang tiap tahun dihasilkan oleh fakultas hukum 
yang ada di Indonesia.  
 Senada dengan Bahrain, Direktur LBH Pers Makassar, 
Fajriani Langgeng,70 mengatakan bahwa LBH Pers adalah tempat 
yang ideal bagi aktivis pers kampus, ataupun alumni dari perguruan 
tinggi yang ada di Makassar dan sekitarnya. Selain sebagai tempat 
belajar, LBH Pers Makassar dapat pula menjadi tempat bagi alumni 
untuk bekerja sebagai pekerja bantuan hukum (PBH) mengingat 
saat ini sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan apalagi tanpa 
ditunjang oleh soft skill yang memadai.  
 
f) Tempat Belajar (Practical Training) 
Peranan terakhir yang tidak kalah pentingnya, bahkan 
diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga 
hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah 
kerja sama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. 
Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah 
pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan 
tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum 
dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum 
dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari 
                                                          
70  Wawancara, Senin, 23 November 2015. 
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dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam 
praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan 
pengalaman.71 
LBH Pers Makassar sebagai salah satu lembaga bantuan 
hukum yang konsen dalam isu-isu advokasi terhadap pengekangan 
kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta 
pengekangan dalam memperoleh informasi merupakan 
laboratorium tempat belajar. Seperti LBH pada umumnya, LBH 
Pers Makassar menjadi tempat belajar yang tepat bagi aktivis pers 
kampus, ataupun alumnus perguruan tinggi hukum yang ada di 
Makassar jika ingin belajar mengaplikasikan ilmu yang telah didapat 
di bangku perkuliahan. 
Menurut Sekretaris LBH Pers Makassar, Muhammad Nursal 
NS, menuturkan bahwa: 
LBH Pers Makassar adalah wadah yang tepat bagi alumnus 
pers kampus, para pegiat hukum pers, ataupun akademisi 
yang konsen dalam ketiga isu yang menjadi cikal bakal 
lahirnya LBH Pers (kebebasan berekspresi, kebebasan 
berpendapat, serta kebebasan memperoleh informasi). Di 
LBH Pers, secara tidak langsung akan mengajarkan 
bagaimana teknik advokasi litigasi maupun non litigasi dalam 
penanganan perkara pers ataupun perkara lainnya yang 
melibatkan wartawan.    
 
                                                          
71 Dian Pramita Sari. Op. Cit., hlm. 26. 
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2. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar dalam 
Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Wartawan Pada 
Perkara Pidana 
 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar dalam menangani 
perkara pidana terhadap wartawan, telah berperan di Kota Makassar dan 
sekitarnya. Bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang ada di  Kota 
Makassar, LBH Pers gencar mengampanyekan isu kebebasan 
berekspresi, kebebasan berpendapat, internet freedom, serta kebebasan 
pers. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kebebasan pers belum 
sepenuhnya tercapai di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya 
angka kekerasan terhadap wartawan setiap tahunnya.  
 Berikut bukti tingginya angka kekerasan terhadap wartawan yang 
terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir yang dijabarkan pada Tabel 2 
dan Grafik 1. 
Tabel 2.  Data Laporan Kekerasan Terhadap Wartawan Di Indonesia 
Tahun 2012-2015 
NO Tahun Jumlah Laporan Kekerasan 
1 2012 56 Laporan 
2 2013 40 Laporan 
3 2014 41 Laporan 
4 2015 42 Laporan 
         Jumlah 179 Laporan 
Sumber Data: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 2015. 
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Grafik 1. Data Laporan Kekerasan Terhadap Wartawan 










Sumber: Hasil olah data sekunder AJI, 2015. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka laporan 
kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. 
Berbagai bentuk kekerasan yang kerap kali dialami oleh wartawan di 
Indonesia seperti penganiayaan, pengrusakan alat meliput (kamera, alat 
rekam, dll), intimidasi saat meliput, bahkan tak jarang ancaman 
pembunuhan masih kerap dialami oleh wartawan di lapangan.  
Kepala Biro Harian Fajar Jakarta (Grup Jawa Pos Network), 
Muhammad Arman,72 membenarkan bahwa tingginya angka kekerasan 
yang dialami oleh wartawan di Indonesia menjadi bukti kebebasan pers di 
Indonesia masih “dikebiri”. Perlu peran semua stakeholder guna 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Bahkan jika setelah 
dilakukan investigasi di lapangan, ditemukan murni adanya upaya 
                                                          
72  Wawancara, Senin, 4 Januari 2016. 
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menghalangi kerja-kerja jurnalistik seorang wartawan, maka sudah 
menjadi keharusan untuk diusut tuntas. Tiada toleransi terhadap pihak-
pihak yang sengaja mengganggu kebebasan pers.   
Salah satu daerah yang kerap kali menjadi sorotan karena 
seringnya terjadi tindak pidana yang melibatkan wartawan sebagai korban 
kekerasan saat menjalankan tugas peliputan adalah Kota Makassar. Di 
Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini, terdapat beberapa perusahaan 
pers yang wartawannya kerap mendapatkan tindak kekerasan, baik media 
lokal maupun media nasional.  
Dalam konteks wartawan di Kota Makassar, sama halnya seperti 
daerah lain di Indonesia, bentuk tindak pidana yang biasa dialami 
wartawan di Makassar pun beragam, mulai dari bentuk penganiayaan, 
pelemparan batu, perampasan alat meliput, intimidasi, hingga ancaman 
pembunuhan kerap dialami oleh wartawan.  
Berikut data perkara pidana yang melibatkan wartawan sebagai 
korban tindak pidana di Kota Makassar tahun 2012-2015 yang dijabarkan 
pada Tabel 3. Hal ini memberi gambaran bahwa kebebasan pers di 
Makassar hampir sama dengan daerah lain di Indonesia. Tindak pidana 
yang menjadikan wartawan sebagai korban, masih sering terjadi tiap 
tahunnya. Umumnya tindak pidana yang menimpa wartawan di Makassar 
terjadi ketika mereka meliput demonstrasi mahasiswa, investigasi kasus, 
dan juga akibat ulah dari pelaku kejahatan jalanan yang akhir-akhir ini 
marak terjadi di Kota Makassar.  
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Tabel 3.  Data Perkara Pidana yang Melibatkan Wartawan Di Kota 
Makassar Tahun 2012-2015 
No Tahun Jumlah  Keterangan 
1 2012 3 perkara Penganiayaan dan perusakan barang 
2 2013 2 perkara 
Pelemparan batu dan pengancaman 
lisan 
3 2014 3 perkara Penganiayaan dan perampasan alat 
4 2015 2 perkara 
Penembakan dan menghalangi 
peliputan 
Jumlah 10 Perkara  
Sumber: Hasil olah data sekunder AJI, 2015. 
 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan Kontributor Koran Tempo 
Makassar, Reski Alvionitasari,73 membenarkan bahwa tindak pidana 
seperti pelemparan batu, penganiayaan oleh aparat, perampasan alat, 
umumnya terjadi saat wartawan meliput aksi demonstrasi, meliput kasus-
kasus yang menyita perhatian publik, dan sering pula akibat ulah 
kejahatan di jalanan. Padahal apabila semua pihak memahami cara kerja 
seorang wartawan, serta mengerti Undang-Undang Pers,74 maka rentetan 
kejahatan yang biasa menimpa wartawan dapat diredam. 
 LBH Pers Makassar sebagai lembaga yang sengaja didirikan untuk 
megadvokasi wartawan yang menjadi korban tindak pidana, tidak tinggal 
diam menyikapi maraknya kasus yang menimpa wartawan. LBH Pers 
Makassar gencar melakukan kampanye isu, melakukan press conference 
terhadap kasus kekerasan yang menimpa wartawan,  serta mendesak 
                                                          
73  Wawancara, Selasa, 5 Januari 2016. 
74  Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 tentang Pers. 
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aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus yang menimpa 
wartawan. Berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa perkara pidana 
yang melibatkan wartawan sebagai korban tindak pidana dan telah 
diadvokasi oleh LBH Pers Makassar.      
Berikut data perkara pidana yang melibatkan wartawan sebagai 
korban tindak pidana di Kota Makassar tahun 2012-2015 yang dijabarkan 
pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Data Perkara Pidana yang Melibatkan Wartawan dan Ditangani 
LBH Pers Makassar Tahun 2012-2015 
No Tahun Jumlah  Keterangan 
1 2012 3 perkara 
Penganiayaan dan pengrusakan 
barang 
2 2013 4 perkara 
Pelemparan batu, pengrusakan 
barang, dan pengancaman 
3 2014 3 perkara Penganiayaan dan perampasan alat 
4 2015 3 perkara 
Penembakan, penganiayaan, dan 
pengancaman 
Jumlah 13 Perkara Pidana 
Sumber: Hasil olah data primer LBH Pers Makassar, 2015. 
 
 Melihat jumlah perkara pidana yang melibatkan wartawan di Kota 
Makassar empat tahun terakhir pada Tabel 4. menunjukkan bahwa LBH 
Pers Makassar telah menjalankkan perannya sebagai lembaga advokasi 
wartawan, dengan turut serta melakukan advokasi/pendampingan 
terhadap wartawan yang menjadi korban tindak pidana. Fajriani 
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Langgeng,75 membenarkan bahwa selama ini lembaga yang dipimpinnya 
telah banyak berpartisipasi dalam advokasi kasus yang menimpa 
wartawan, baik yang memberikan kuasa secara langsung kepada LBH 
Pers Makassar, maupun kasus yang turut dibantu melalui kampanye isu 
bersama jaringan LBH Pers Makassar di Indonesia. 
 Proses pemberian bantuan hukum oleh LBH Pers Makassar 
diberikan kepada wartawan setelah memberikan kuasanya kepada LBH 
Pers. Perkara yang dianggap layak untuk diadvokasi, maka LBH Pers 
Makassar akan mendampingi klien mulai dari penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, hingga vonnis. Sama seperti Lembaga Bantuan Hukum 
lainnya, dalam penanganan kasus di LBH Pers Makassar juga 
menggunakan semua jalur advokasi. LBH Pers Makassar juga 
menggunakan jalur advokasi secara litigasi dan non litigasi.76 Hal ini 
dibenarkan oleh Koordinator Divisi Advokasi LBH Pers Makassar, 
Anggareska,77 yang menuturkan bahwa: 
Pemberian bantuan hukum di LBH Pers Makassar menggunakan 
jalur advokasi litigasi (jalur hukum) dan non litigasi (di luar hukum). 
Jalur advokasi litigasi yang dilakukan pasca pemberian kuasa oleh 
pemohon bantuan hukum berupa analisis kasus yang dilanjutkan 
dengan pembuatan legal opinion, mendampingi pada saat 
penyidikan, penuntutan, vonnis, serta dapat menyiapkan memori 
banding ataupun memori kasasi apabila diperlukan. Sedangkan 
jalur advokasi non litigasi berupa investigasi, konsolidasi jaringan, 
pengorganisasian, dan kampanye isu.   
 
                                                          
75   Wawancara, Senin, 23 November 2015. 
76   Abdul Azis, dkk., Memenangkan Gerakan Rakyat Belajar dari Advokasi Sengketa 
Tanah Kassi Kassi, (Makassar: LBH Makassar, 2015), hlm. 74-76. 
77   Wawancara, Senin, 23 November 2015. 
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Semua jalur advokasi yang ditempuh oleh LBH Pers Makassar 
semata-mata untuk memberikan keadilan kepada penerima bantuan 
hukum, demi terwujudnya persaman kedudukan di hadapan hukum.78 
Sama halnya dengan Husain Abdullah,79 salah seorang Pakar Komunikasi 
Universitas Hasanuddin, yang mengharapakan adanya peran serta dari 
semua pihak untuk mewujudkan kebebasan pers di Indonesia. Wartawan 
menurut Husain Abdullah, sama halnya dengan masyarakat lainya yang 
perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kerja-kerja 
jurnalistiknya. Wartawan dan pers secara umum memilki peran yang 
sangat strategis dalam bernegara, karena menjadi sumber informasi bagi 
masyarakat maupun pemerintah. Apabila pers sudah mengalami 
ancaman/tekanan, maka dipastikan demokrasi di Indonesia akan 
terancam, mengingat pers adalah pilar keempat demokrasi, setelah 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
 
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemberian Bantuan Hukum 
Terhadap Wartawan 
Bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-
cuma untuk masyarakat miskin dan rentan hukum, termasuk di dalamnya 
wartawan, beberapa tahun terakhir mengalami gejala peningkatan yang 
sangat  signifikan. Dewasa ini diperkirakan jumlah organisasi bantuan 
                                                          
78  Lihat Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. 
79  Wawancara, Selasa, 5 Januari 2016.  
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hukum telah mencapai jumlah ratusan, dengan konsen isu yang beraneka 
ragam pula.80  
LBH Pers Makassar sebagai salah satu organisasi bantuan hukum 
yang fokus terhadap isu kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, 
kebebasan memperoleh informasi, maupun internet freedom, nyatanya 
mengalami beberapa kendala dalam menjalankan kerja-kerja 
advokasinya. Hal inilah yang membuat LBH Pers Makassar selama ini 
belum bisa maksimal dalam memberikan bantuan hukum terhadap 
kliennya, baik dari kalangan wartawan itu sendiri, maupun dari masyarakat 
umum yang rentan hukum. . 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada 3 (tiga) faktor utama yang 
mempengaruhi proses pemberian bantuan hukum oleh LBH Pers 
Makassar terhadap wartawan yakni:   
1. Sarana dan prasarana; 
2. Sumber daya manusia; dan  
3. Anggaran. 
  Untuk memperjelas alasan yang memengaruhi pemberian bantuan 
hukum oleh LBH Pers Makassar terhadap wartawan, selanjutnya penulis 
uraikan faktor-faktor tersebut, sebagai berikut: 
1. Faktor sarana dan prasarana 
 Sebagai lembaga yang konsen terhadap isu kebebasan 
berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan memperoleh 
                                                          
80  Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Indonesia. (Jakarta: Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm. 100. 
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informasi, serta isu internet freedom, sudah selayaknya jika LBH 
Pers Makassar memiliki kantor yang representatif demi 
menjalankan kerja-kerjanya.  
 Lembaga yang dideklarasikan 2010 silam oleh gabungan 
aktivis LSM, jurnalis, akademisi, dan advokat ini belum memiliki 
kantor sendiri, selayaknya lembaga lain yang konsen terhadap isu-
isu sosial kemasyarakatan. LBH Pers Makassar kerap kali 
menggunakan kantor AJI Makassar, ACC Sulawesi, serta LBH 
Makassar sebagai tempat beraktivitas. 
 Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng,81 
menuturkan bahwa: 
Salah satu faktor yang cukup urgent dalam mempengaruhi 
kerja-kerja kami di LBH Pers Makassar adalah sarana dan 
prasarana. Sampai saat ini kami belum memiliki kantor 
sendiri, sehingga harus berpindah-pindah tempat berkantor 
yakni di AJI Makassar, ACC Sulawesi, dan LBH Makassar. 
 
 Belum adanya kantor yang representatif, terbukti cukup 
berpengaruh terhadap kerja-kerja LBH Pers Makassar. LBH Pers 
Makassar kerap kali harus berpindah-pindah tempat, bahkan untuk 
rapat atau sekadar mengadakan konferensi pers dalam menyikapi 
suatu kasus sekalipun. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris 
LBH Pers Makassar, Muhammad Nursal NS,82 mengatakan bahwa:  
Sarana dan prasarana LBH Pers Makassar sama sekali 
belum memadai. Selain kantor yang harus berbagi dengan 
ACC Sulawesi, LBH Makassar, maupun AJI Makassar, 
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fasilitas pendukung seperti komputer, kendaraan 
operasional, dan alat tulis kantor (ATK) lainnya, terkadang 
kami harus berbagi mengingat LBH Pers Makassar saat ini 
belum memiliki sarana dan prasarana memadai. Makanya 
kami sangat berharap ke depannya LBH Pers Makassar 
dapan mendapatkan perhatian lebih, mengingat lembaga ini 
sangat penting dalam pendampingan kasus yang dialami 
oleh wartawan maupun masyarakat pada umumnya, 
utamanya yang berkaitan dengan pengekangan terhadap 
kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, 
kebebasan memperoleh informasi, maupun untuk internet 
freedom.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur dan 
Sekretaris LBH Pers Makassar tersebut, benar bahwa salah satu 
faktor yang mempengaruhi proses pemberian bantuan hukum oleh 
LBH Pers Makassar adalah belum memadainya sarana dan 
prasarana yang dimiliki. Padahal sudah selayaknya lembaga ini 
memperoleh perhatian, mengingat LBH Pers Makassar bukan 
hanya menangani kasus yang melibatkan wartawan, tetapi juga 
masyarakat umum yang rentan hukum, utamanya yang berkaitan 
dengan isu kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, 
internet freedom, maupun kebebasan memperoleh informasi. 
 
2. Faktor sumber daya manusia 
 Faktor sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang 
cukup penting dalam sebuah lembaga, tak terkecuali lembaga yang 
fokus dalam dunia advokasi terhadap wartawan, seperti LBH Pers 
Makassar. Saat ini LBH Pers Makassar memiliki enam orang 
pengurus inti, sedangkan sebagian lainnya merupakan pengurus 
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yang berasal dari beberapa organisasi wartawan yang ada di 
Makassar, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI), maupun yang berasal dari perusahaan 
pers yang ada di Makassar, baik media cetak maupun media 
online. 
 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fajriani 
Langgeng,83 menuturkan bahwa: 
Salah satu kendala kami di LBH Pers Makassar adalah 
persoalan sumber daya manusia (SDM). Pengurus kami 
mayoritas berasal dari beberapa perusahan pers yang ada di 
Makassar, yang secara otomatis mempunyai kesibukan luar 
biasa, karena dikejar deadline. Selain itu, beberapa 
pengurus inti kami, juga merupakan anggota di organisasi 
masyarakat sipil lainnya, seperti ACC Sulawesi, LBH 
Makassar, AJI Makassar, serta organisasi lainnya. Dengan 
banyaknya kesibukan dari masing-masing anggota, secara 
tidak langsung turut mempengaruhi kinerja kami di LBH Pers 
Makassar. Makanya, ke depan kami berencana 
menyelenggarakan Karya Latihan Bantuan Hukum 
(KALABAHU) Pers, sebagai salah satu metode perekrutan 
anggota, guna mengatasi minimnya anggota yang dapat 
fokus dalam kerja-kerja advokasi nantinya.  
 
 Selain padatnya rutinitas anggota LBH Pers Makassar 
karena juga turut aktif di lembaga lain, hal lain yang cukup 
berpengaruh adalah masih kurangnya anggota yang bisa 
mendampingi di sidang pengadilan. Padahal berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jelas diatur 
bahwa yang bisa mendampingi di persidangan adalah advokat 
yang diangkat oleh organisasi advokat, serta telah mengucapkan 
                                                          
83  Wawancara, Selasa, 8 Desember 2015. 
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sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi tempat 
domisili advokat.84 Muhammad Nursal NS,85 menuturkan bahwa:  
Saat ini LBH Pers Makassar baru memiliki empat orang 
anggota yang bisa mendampingi di persidangan, selebihnya 
belum bisa karena terbentur oleh aturan dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Makanya 
dalam menangani suatu kasus, kami sering bekerjasama 
dengan advokat ad-hoc yang berasal dari teman-teman 
jaringan, seperti ACC Sulawesi, LBH Makassar, dan 
lembaga advokasi lain. Keberadaan advokat ad-hoc itulah 
yang cukup membantu kami dalam penanganan kasus, serta 
menyiasati minimnya anggota yang berkualifikasi sebagai 
advokat. 
 
Berdasarkan penelitian penulis, benar bahwa faktor 
kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh LBH Pers 
Makassar, membuat lembaga ini belum begitu maksimal dalam 
pendampingan kasus. Seharusnya lembaga ini memiliki jumlah 
anggota yang cukup, tentunya dengan kualifikasi advokat sesuai 
dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat, agar bisa mendampingi klien secara maksimal.  
 
3. Faktor anggaran atau keuangan 
 Selain faktor sumber daya manusia dan faktor sarana 
prasarana, faktor anggaran atau keuangan menjadi salah satu 
faktor yang turut mempengaruhi LBH Pers Makassar dalam 
memberikan bantuan hukum terhadap wartawan, maupun 
masyarakat rentan hukum secara umum. 
                                                          
84  Lihat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
Tentang Advokat. 
85  Wawancara, Jumat, 27 November 2015. 
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 Sebagai lembaga advokasi yang masih relatif baru jika 
dibandingkan dengan lembaga advokasi lain, LBH Pers Makassar 
masih sangat membutuhkan bantuan dari segi pendanaan. Belum 
adanya lembaga donor yang membantu dalam hal pendanaan, 
serta tidak adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah 
membuat LBH Pers Makassar seringkali mengandalkan dana dari 
anggota, ataupun sisa dana dari kegiatan yang telah dilakukan. 
Fajriani Langgeng,86 menuturkan bahwa: 
Faktor pendanaan selama ini cukup berpengaruh terhadap 
kegiatan kami di LBH Pers Makassar. Dana yang minim 
membuat kami belum bisa merealisasikan pengadaan 
sarana dan prasarana kantor. Bahkan dalam penanganan 
kasus pun, biasanya kami menggunakan dana yang berasal 
dari anggota, ataupun memanfaatkan sisa dana dari 
kegiatan yang kami telah lakukan. Kami belum mendapatkan 
lembaga donor yang bersedia membantu dalam hal 
pendanaan layaknya lembaga advokasi lainnya, yang 
disokong oleh donor, baik lembaga donor yang berasal dari 
dalam negeri maupun dari luar negeri.  
 
 Selain belum adanya lembaga donor yang bersedia 
membantu dalam hal pendanaan, pemerintah yang diharapkan 
memberikan perhatian terhadap lembaga yang fokus memberi 
bantuan hukum terhadap masyarakat rentan hukum ini, nyatanya 
belum juga memberikan perhatian. Muhammad Nursal NS,87 
menuturkan bahwa: 
Kami begitu  kesulitan dalam menjalankan program, karena 
minimnya dana. Mungkin karena kami lembaga baru, 
sehingga lembaga donor masih belum melirik LBH Pers 
                                                          
86  Wawancara, Selasa, 8 Desember 2015 
87  Wawancara, Sabtu, 19 Desember 2015. 
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Makassar untuk diberikan dana. Pemerintah pun telah 
beberapa kali kami coba untuk meminta dana, namun 
sampai hari ini belum ada progress, proposal yang kami 
ajukan belum ada tanda-tanda akan mendapatkan respon 
yang baik. Kami sangat berharap ke depan ada lembaga 
donor yang bersedia membantu, serta adanya perhatian dari 
pihak pemerintah. 
 
 Berdasarkan hasil wawancara penulis, benar bahwa faktor 
anggaran yang minim turut mempengaruhi LBH Pers Makassar 
dalam memberikan bantuan hukum terhadap kliennya. Sebagai 
lembaga baru seharusnya pemerintah turut andil dalam 
memberikan perhatian terhadap lembaga yang banyak 
bersentuhan dengan masyarakat yang rentan hukum ini.  LBH Pers 
harus ditopang oleh sumber pendanaan yang maksimal, agar bisa 
maksimal pula dalam menjalankan aktivitasnya. 









Dari gambaran rumusan masalah dan uraian pembahasan di atas, 
maka kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut: 
1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar dalam 
memberikan bantuan hukum terhadap wartawan pada perkara 
pidana berdasarkan hasil penelitian penulis, belum sepenuhnya 
berjalan dengan optimal, utamanya dalam menjalankan peran 
sebagai public service, sosial education, perbaikan tertib hukum, 
pembaharuan hukum, pembukaan lapangan kerja, dan practical 
training. Namun LBH Pers Makassar sangat bagus dalam menjaga 
komitmen pengabdian kepada masyarakat. Terbukti dengan tidak 
adanya pungutan yang diberikan kepada pemohon bantuan hukum 
di LBH Pers Makassar baik ketika menempuh jalur advokasi litigasi 
maupun jalur advokasi non-litigasi.    
2. Pemberian bantuan hukum terhadap wartawan pada perkara 
pidana yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers 
Makassar dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yakni:  faktor 
belum adanya sarana dan prasana yang representatif untuk 
menjalankan kerja-kerja lembaga, sumber daya manusia (SDM) 
yang dimiliki belum bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya 
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karena juga aktif di lembaga lain serta belum berkualifikasi advokat 
menurut Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang advokat, 
dan faktor terakhir adalah minimnya sokongan dana atau anggaran 
untuk menjalankan proses pemberian bantuan hukum kepada 
wartawan maupun masyarakat rentan secara umum. 
 
B. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. LBH Pers Makassar harus meningkatkan perannya sebagai 
lembaga advokasi bagi wartawan yang membutuhkan bantuan 
hukum. Terutama dengan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dan penyediaan kantor yang lebih representatif agar bisa 
memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada wartawan.  
2. LBH Pers Makassar harus bisa berafiliasi dengan Tim Hukum 
perusahaan pers, untuk mempermudah proses pemberian bantuan 
hukum terhadap wartawan yang menjadi korban tindak pidana.  
3. LBH Pers Makassar harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, 
mengingat lembaga ini sangat penting dalam memberikan bantuan 
hukum, baik kepada wartawan maupun kepada masyarakat rentan 
hukum lainnya, utamanya yang berkaitan dengan isu pengekangan 
kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, internet freedom, 
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